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engurangi susut dan sisa makanan (food loss and waste) adalah

salah satu solusi iklim tercepat dan paling hemat biaya yang
tersedia saat ini. Secara global, hingga 40% dari seluruh makanan yang
diproduksi tidak pernah dimakan,’ yang berarti memboroskan lahan,
air, energi, dan tenaga kerja, sekaligus menghasilkan emisi gas rumah
kaca hampir lima kali lebih besar dibandingkan sektor penerbangan.?
Skala dampaknya sangat luar biasa: makanan yang terbuang mengon-
sumsi lebih dari seperempat air tawar global,®> menelan biaya sekitar $1
triliun setiap tahunnya,* dan menghasilkan jejak ekologis yang sangat
besar—berkontribusi terhadap hilangnya habitat, penurunan keane-
karagaman hayati, serta hilangnya peluang untuk menyediakan pangan
bagi masyarakat.®

Di Indonesia, pertaruhannya sangat besar. Negara ini diperkirakan
menghasilkan sekitar 23-48 juta ton susut dan sisa makanan (food loss
and waste) setiap tahunnya,® yang nilainya setara dengan 4-5% dari
PDB’ dan menyumbang hingga 7,3% dari total emisi gas rumah kaca
nasional.® Sampah makanan juga merupakan bagian terbesar dari
komposisi sampah di Indonesia, yang mencakup lebih dari 40% dari
total keseluruhan sampah.® Pada saat yang sama, Indonesia berada

1 J. Gustavsson, C. Cederberg, U. Sonesson, R. van Otterdijk, and A. Meybeck, Global Food
Losses and Food Waste: Extent, Causes and Prevention (Rome: Food and Agriculture
Organization of the United Nations, 2011), 4-5.

2 United Nations Environment Programme (UNEP), Food Waste Index Report 2024 (Nairobi:
UNEP, 2024), 14-16.

World Bank, Addressing Food Loss and Waste: A Global Problem with Local Solutions
(Washington, DC: World Bank Group, 2020), 1-2.

w

4 lbid.

5 World Wide Fund for Nature (WWF), Living Planet Report 2024: A System in Peril (Gland,
Switzerland: WWF International, 2024), 12-15.

6 Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), Food Rescue Efforts in Indonesia (Geneva:
GAIN, 2020), 3-4.

7 Ibid.

8 Ibid.

9 Ibid.
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pada posisi yang unik untuk memimpin kemajuan menuju Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 12.3—yakni mengurangi separuh
susut dan sisa makanan pada tahun 2030—yang didukung oleh
momentum kebijakan nasional yang kuat, termasuk adanya peta
jalan nasional, integrasi ke dalam rencana pembangunan, peraturan
presiden yang akan segera terbit, serta sistem pengukuran yang
terstandarisasi.

Kota-kota berada di garda terdepan untuk peluang ini. Mengingat
sekitar 70% konsumsi makanan global terjadi di daerah perkotaan,™
dan sebagian besar sampah organik masih berakhir di TPA," sistem
perkotaan merupakan titik intervensi yang sangat krusial. Yang
terpenting, makanan tidak seharusnya dipandang sebagai "sampah",
melainkan sebagai sumber daya yang pembuangannya dapat
dicegah, dipulihkan, atau diubah menjadi produk bernilai seperti
kompos atau pakan ternak—asalkan terdapat sistem pendukung
yang tepat. Makanan tetaplah "Makanan". Kita harus memandang
makanan yang sudah tidak layak konsumsi (inedible food) sebagai
bahan baku (input) bagi industri pengolahan organik.

10 United Nations Environment Programme (UNEP), Urban Food Systems (Nairobi: UNEP,
2023); UNEP, Food Waste Index Report 2024 (Nairobi: UNEP, 2024).

11 Ibid.
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Untuk menelusuri bagaimana transformasi ini dapat diwujudkan dalam
praktiknya, WWF (WWF-AS dan WWF-Indonesia), bermitra dengan
Delterra, menjalankan proyek percontohan di Kabupaten Jayapura dan
Merauke di Papua—dua wilayah perkotaan yang berkembang pesat
namun minim sumber daya, yang tengah menghadapi peningkatan
volume sampah, terbatasnya cakupan pengumpulan sampah, dan
minimnya pemrosesan organik. Proyek percontohan ini menetapkan
data dasar (baseline), memperkuat kapasitas pemerintah daerah, serta
menguji intervensi perubahan perilaku berbasis masyarakat yang
berakar pada nilai-nilai lokal, lembaga tepercaya, dan praktik guna ulang
(reuse) yang telah ada.

Temuan ini menunjukkan besarnya skala tantangan sekaligus kuatnya
peluang yang ada. Rumah tangga merupakan sumber sampah
makanan terbesar di kedua lokasi tersebut, dan sebagian besar
makanan yang dibuang ternyata masih layak konsumsi—menyoroti
potensi yang bisa segera digarap untuk upaya pencegahan, pemulihan,
dan pendistribusian kembali. Sistem guna ulang secara informal
sebenarnya sudah ada, khususnya pemanfaatan sisa makanan sebagai
pakan ternak. Masyarakat menunjukkan kemauan yang kuat untuk
mengadopsi praktik-praktik baru ketika intervensi tersebut bersifat
praktis, relevan secara budaya, dan disampaikan melalui pihak lokal
yang tepercaya. Namun, pemerintah daerah memerlukan penguatan
sistem yang signifikan, termasuk dalam pengumpulan sampah, pemi-
lahan dari sumbernya, pemrosesan organik, penegakan kebijakan, dan
pembiayaan yang berkelanjutan.

Yang sangat penting, proyek-proyek percontohan ini menegaskan
bahwa kesadaran saja tidaklah cukup. Kemajuan yang signifikan
menuntut adanya tindakan sistemik yang terkoordinasi, yang mengin-
tegrasikan perubahan perilaku, investasi infrastruktur, reformasi
kebijakan, dan peningkatan kapasitas. Bahkan di daerah dengan
infrastruktur yang minim sekalipun, pendekatan terintegrasi ini dapat
memberikan hasil yang terukur apabila dilandaskan pada konteks lokal
dan diterapkan secara bertahap.
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Foto udara Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Waibron
di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Indonesia.

TANTANGAN UTAMA

Tantangan utamanya adalah pembiayaan. Banyak kota di Indonesia menghadapi
kesenjangan "missing middle" (kekosongan pendanaan di tingkat menengah), di
mana investasi yang dibutuhkan—biasanya berada di kisaran $1-3 juta—terlalu \
besar bagi anggaran daerah, namun terlalu kecil untuk menarik pembiayaan _‘
pembangunan skala besar yang konvensional. Untuk mengatasi kesenjangan i
ini, diperlukan solusi pembiayaan campuran (blended finance), dukungan tingkat
nasional, serta strategi investasi yang bertahap.

Laporan ini menguraikan langkah-langkah praktis ke depan:

= MULAI DARI PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN dengan cara mening-
katkan kesadaran, mendukung sekolah dan kelompok masyarakat, serta
menekan jumlah sampah langsung dari sumbernya.

= TINGKATKAN SKALA SOLUSI DI TINGKAT MASYARAKAT seperti
pengomposan mandiri di rumah, sentra kompos lingkungan, peman-
faatan kembali sebagai pakan ternak, dan pengolahan sampah secara
terdesentralisasi.

= BERINVESTASI PADA SISTEM TERPUSAT hanya setelah sistem pengum-
pulan, pemilahan, partisipasi, dan kapasitas operasional sudah cukup kuat.

By pairing data-driven insights Dengan memadukan wawasan berbasis data
dengan intervensi yang berakar pada budaya serta investasi yang bertahap,
kota-kota dapat beralih dari sistem pengelolaan sampah yang terfragmentasi
menuju model yang terintegrasi dan dapat ditingkatkan skalanya. Transformasi ini
membuka peluang besar untuk mengurangi emisi metana, meningkatkan ketah-
anan pangan, melindungi keanekaragaman hayati, dan menciptakan ekonomi
lokal yang tangguh.

Pesan utamanya jelas: sampah makanan bukan sekadar masalah pembuangan—
ini adalah tantangan sistem yang dapat diselesaikan, sekaligus salah satu peluang
paling mendesak dan berdampak bagi Indonesia untuk melakukan aksi iklim serta
pembangunan berkelanjutan.

Bagian-bagian selanjutnya menguraikan konteks di lapangan, temuan proyek
percontohan, serta jalur investasi bertahap yang secara keseluruhan memperkuat
argumen ini.
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INTISARI UTAMA

Merauke dan Jayapura merupakan kota
percontohan yang ideal: Ukurannya yang
lebih mudah dikelola serta proyeksi
pertumbuhannya yang pesat menjad-
ikannya model yang mudah diterapkan
untuk direplikasi secara global—berbeda
dengan kota-kota megapolitan seperti
Jakarta, di mana kompleksitasnya dapat
membebani implementasi di tahap-tahap
awal.

Mengatasi kesenjangan pembiayaan dan
infrastruktur adalah hal yang tidak dapat
ditawar: Sampah makanan merupakan
pengungkit aksi iklim yang cepat dan
berdampak tinggi—namun hanya jika
kota-kota berinvestasi pada sistem
pengumpulan dan pengolahan yang
dibutuhkan untuk menanganinya.

Perubahan perilaku memerlukan pesan
yang relevan secara budaya dan investasi
infrastruktur jangka panjang: Keduanya
saling bergantung satu sama lain.

Indonesia siap memimpin secara

global: Skalanya, ambisi pengurangan
sampah nasionalnya, dan momentum
kebijakannya yang terus berkembang
memposisikan negara ini sebagai teladan
bagi negara-negara yang tengah bekerja
untuk mencapai mitigasi metana dan
SDG 12.3.
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PENDAHULUAN

engurangi pemborosan makanan merupakan sebuah keharusan dari sisi

lingkungan, sosial, dan ekonomi. Produksi pangan memiliki dampak lingkungan
global terbesar dibandingkan aktivitas manusia lainnya, menyumbang 70% terhadap
hilangnya keanekaragaman hayati,’> 70% dari penggunaan air tawar,'® 50% dari erosi
tanah,'* dan sepertiga dari emisi gas rumah kaca.” Namun, 1,05 miliar ton makanan
terbuang secara global setiap tahunnya.'®

Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi keuntungan terbesar dari pening-
katan skala penanganan sampah makanan di seluruh rantai pasok. Indonesia meng-
hasilkan sekitar 23-48 juta ton susut dan sisa makanan (food loss and waste/FLW) setiap
tahunnya,"” setara dengan 115-184 kg per orang, yang menjadikannya salah satu peng-
hasil FLW terbesar di dunia (Rentang angka ini mencerminkan perbedaan antara estimasi
berbasis survei nasional dengan pendekatan pemodelan rantai pasok). Pemborosan ini
mengakibatkan kerugian ekonomi sebesar Rp213-551 triliun setiap tahunnya, atau 4-5%
dari PDB,'® serta menyumbang hingga 7,3% dari emisi gas rumah kaca nasional.’ Jika
dapat diselamatkan, makanan yang terbuang ini dapat memberikan manfaat nutrisi bagi
29-47% populasi Indonesia.?’ Sampah makanan juga merupakan komponen terbesar
dari aliran sampah nasional, yang mencakup 41,4% dari total timbulan sampah pada
tahun 2023—Iebih dari dua kali lipat persentase sampah plastik.?!

12 Intergovernmental SciencePolicy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). G/obal
Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services: Summary for Policymakers. IPBES Secretariat, Bonn,
Germany, 2019, pp. 11-13.

13 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Water for Sustainable Food and Agriculture.
FAO, Rome, 2017, pp. 8-9.

14 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The State of the World's Land and Water
Resources for Food and Agriculture: Systems at Breaking Point (SOLAW 2021). FAO, Rome, 2021, pp. 34-36.

15 Crippa, M., Solazzo, E., Guizzardi, D., Monforti-Ferrario, F., Tubiello, F. N., & Leip, A. (2021). Food systems
are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions. Nature Food, 2, 198-209. https://doi.
org/10.1038/543016-021-00225-9

16 United Nations Environment Programme (UNEP). Food Waste Index Report 2024. UNEP, Nairobi, 2024, pp.
10-12.

17 Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN). Food Rescue Efforts in Indonesia. GAIN, Geneva, Switzerland,
2020, pp. 3-5.

18 World Bank. Addressing Food Loss and Waste: A Global Problem with Local Solutions. World Bank Group,
Washington, DC, 2020, pp. 1-2.

19 Bappenas. National Food Loss and Waste Reduction Roadmap (2020-2030). Government of Indonesia, Jakarta,
2021, pp. 22-26.

20 FAO; Bappenas. Food Loss and Waste in Indonesia: Baseline and Strategic Implications. FAO and Government of
Indonesia, Rome/Jakarta, 2021, pp. 18-20.

21 Ministry of Environment and Forestry (KLHK). Indonesia National Waste Management Information System
(SIPSN) Annual Report 2023. Government of Indonesia, Jakarta, 2024, pp. 12-14.
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Indonesia telah menyusun Peta Jalan Pengurangan
Susut dan Sisa Makanan Nasional yang mengu-
raikan berbagai intervensi prioritas, regulasi,
insentif, serta kebutuhan infrastruktur untuk
mengurangi FLW. FLW juga telah secara resmi
diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),
yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk
menyelaraskan upaya pengurangan FLW dengan
target-target ketahanan pangan, iklim, dan
pengelolaan sampah. Sebuah Peraturan Presiden
mengenai FLW saat ini tengah disusun, didukung
oleh pelatihan komprehensif bagi pemerintah
provinsi dan pelaku ritel menggunakan Metode
Perhitungan Standar FLW yang baru dikem-
bangkan oleh Indonesia, yang memungkinkan
dilakukannya pengukuran yang konsisten di
berbagai daerah. Sejalan dengan itu, Bappenas—
kementerian pusat Indonesia yang bertanggung
jawab atas perencanaan pembangunan nasional,
koordinasi kebijakan, dan pengawasan strategis—
telah memimpin berbagai dialog nasional untuk
menstandarkan definisi, merumuskan insentif, dan
memperkuat strategi inovasi, yang akan bermuara
pada rencana ekonomi sirkular yang lebih luas.

Pendahuluan
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DAFTARISTILAH

RPJMN (Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Nasional):
Rencana pembangunan
nasional lima tahunan
Indonesia yang menja-
barkan visi jangka panjang
ke dalam berbagai
prioritas, program, dan
investasi spesifik, yang
diselaraskan dengan masa
jabatan presiden saat ini.

RPJPN (Rencana
Pembangunan Jangka
Panjang Nasional):
Rencana pembangunan
nasional 20 tahunan
Indonesia yang mene-
tapkan visi jangka
panjang, arah strategis,
dan tujuan menyeluruh
negara.

Bappenas: Bappenas
(Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional)
adalah lembaga peren-
canaan pembangunan
nasional Indonesia.
Lembaga ini bertanggung
jawab untuk merumuskan
rencana pembangunan
nasional, menetapkan
prioritas kebijakan,
melakukan koordinasi
lintas kementerian, serta
menyelaraskan anggaran
dengan strategi pemban-
gunan jangka menengah
dan panjang Indonesia
(seperti RPJMN).



Delapan puluh persen dari seluruh konsumsi makanan
diperkirakan akan terjadi di daerah perkotaan pada tahun 2050,%
dan bertentangan dengan anggapan umum, data menunjukkan
bahwa populasi perkotaan di Global South (negara-negara
berkembang) menghasilkan sampah pada tingkat yang sebanding
dengan negara-negara berpendapatan tinggi.* Temuan ini
memberikan alasan kuat untuk memusatkan fokus pada aksi di
tingkat kota, khususnya di negara berkembang, sebagai garda
terdepan untuk mengalihkan sampah makanan dari Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) dan mengubah makanan serta material
organik menjadi bisnis yang menguntungkan. Sebagian besar
kota di Indonesia belum memublikasikan data sampah makanan
per kapita tingkat kota yang konsisten, namun pemantauan
nasional melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional
(SIPSN) menunjukkan bahwa sampah makanan menyumbang
sekitar 40% dari total sampah di 199 kota dan kabupaten.?*

Di wilayah seperti Papua, di mana masyarakat sangat bergantung
pada sistem pangan lokal dan rantai pasok sering kali rentan,
mencegah pemborosan makanan juga akan memperkuat ketang-
guhan ketahanan pangan lokal, serta memastikan bahwa lebih
banyak dari apa yang ditanam dan dipanen benar-benar mencapai
masyarakat yang membutuhkannya.

Kurang begitu dikenal, memiliki sumber daya yang lebih terbatas,
dan tidak seramai destinasi utama seperti Jakarta atau Bali,
Merauke dan Jayapura mewakili wilayah perkotaan yang lebih
terpencil dan berkembang pesat, yang kurang tersentuh oleh
inisiatif-inisiatif nasional dan lebih mencerminkan realitas nega-
ra-negara berkembang. Kabupaten Merauke, pusat ekonomi yang
berkembang pesat di Provinsi Papua Selatan yang baru dibentuk,
dihadapkan pada tantangan berupa peningkatan volume sampah
rumah tangga dan terbatasnya sistem pemilahan sampah.

22 Ellen MacArthur Foundation. Cities and Circular Economy for Food. Cowes, UK:
Ellen MacArthur Foundation, 2019, Executive Summary pp. 9.

23 United Nations Environment Programme (UNEP). G/obal Waste Management
Outlook 2024: Beyond an Age of Waste. UNEP, Nairobi, 2024, pp. 22-25.

24 Kompas. Sampah Makanan Mendominasi Timbulan Sampah Perkotaan di
Indonesia. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2022, pp. 1-2.
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Pg‘hgumpula’n Eampal‘Tﬂi TPABokem, Merauke

DAFTARISTILAH

Sistem Informasi
Pengelolaan
Sampah Nasional
(SIPSN): Sistem
Informasi
Pengelolaan
Sampah Nasional
Indonesia, yang
dikembangkan
oleh Kementerian
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan
(KLHK). SIPSN
merupakan
platform digital
terpusat yang
mengumpulkan,
mengintegrasikan,
dan melaporkan
data pengelolaan
sampah di seluruh
Indonesia, mulai
dari tingkat daerah
(kabupaten/kota)
hingga tingkat
nasional.



Berbagai tekanan ini menciptakan peluang yang tepat untuk
menguji coba solusi sistem pangan sirkular yang mendukung
pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Kabupaten Jayapura,
yang wilayahnya mengelilingi ibu kota provinsi (Kota Jayapura)
di Provinsi Papua, mencakup banyak masyarakat yang mata
pencahariannya bergantung pada sektor peternakan. Hal ini
menciptakan kebutuhan yang mendesak sekaligus peluang
yang jelas untuk mengalihkan sampah makanan agar dapat
dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

Sejak Juli 2024, World Wildlife Fund (WWF) telah melaksanakan
proyek percontohan pengurangan sampah makanan, yang
didanai oleh Global Methane Hub, di Kabupaten Merauke dan
Kabupaten Jayapura, Papua. Proyek-proyek percontohan ini
memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan pihak lokal
untuk merancang serta menerapkan solusi penanganan
sampah makanan yang terintegrasi, sekaligus melibatkan
masyarakat, sekolah, dan sektor swasta (melalui jaringan
kesepakatan sukarela GRASP 2030) guna mendorong peru-
bahan perilaku yang berkelanjutan. Bekerja sama dengan
Delterra, pengumpulan data dasar (baseline), analisis, dan
pelatihan telah membangun sebuah basis bukti bersama
yang kini menjadi acuan bagi revisi peraturan, mekanisme
pembiayaan, dan investasi infrastruktur TPS3R (fasilitas
pengolahan sampah padat skala komunitas) di tingkat kabu-
paten. Pendekatan berbasis bukti ini memungkinkan pemben-
tukan platform tata kelola multipihak, termasuk Kelompok
Kerja Persampahan dan Kelompok Kerja Bank Makanan,
untuk mengoordinasikan intervensi dari hulu hingga hilir serta
meningkatkan skala upaya penyelamatan makanan. Pada
saat yang sama, kemitraan dengan pemerintah daerah dan
program pendidikan lingkungan nasional Indonesia, Sekolah
Adiwiyata, turut mengintegrasikan upaya pengurangan
sampah makanan ke dalam kebijakan, sistem pendidikan, dan
praktik di masyarakat—menempatkan proyek percontohan ini
sebagai model yang dapat direplikasi untuk menyelaraskan
aksi tingkat lokal dengan target FLW nasional.
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Laporan ini menyajikan analisis komprehensif mengenai data
dasar (baseline) sampah makanan dari proyek percontohan, serta
bagaimana data tersebut dijabarkan ke dalam intervensi peru-
bahan perilaku yang tepat sasaran, model pelibatan masyarakat,
dan mekanisme tata kelola. Lebih lanjut, laporan ini menguraikan
berbagai kebutuhan infrastruktur dan investasi untuk mening-
katkan skala dampak, sekaligus menawarkan jalur implementasi
bertahap yang didukung oleh strategi pembiayaan campuran
(blended finance) guna mewujudkan transformasi sistem secara
menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTARISTILAH

TPS3R: TPS3R
(Tempat
Pengolahan
Sampah Reduce,
Reuse, Recycle)
merujuk pada fasil-
itas pengolahan
sampah padat
skala komunitas
yang berfokus
pada upaya pengu-
rangan, pemilahan,
daur ulang, dan
pengomposan
sampah. Fasilitas
TPS3R merupakan
elemen kunci
dalam pendekatan
pengelolaan
sampah
terdesentralisasi

di Indonesia,

yang sering kali
didukung oleh
pemerintah daerah
dan kelompok
masyarakat guna
menekan volume
sampah yang
dibuang ke Tempat
Pemrosesan Akhir
(TPA).

Sekolah
Adiwiyata:
Sebuah inisi-

atif prakarsa
pemerintah yang
mengintegrasikan
upaya perlind-
ungan lingkungan,
prinsip keber-
lanjutan, serta
kesadaran ekologis
ke dalam kebijakan,
kurikulum,
kegiatan, dan
fasilitas sekolah.
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KONTEKS DAN
PENDORONG KONSUMSI
SERTA PEMBOROSAN
MAKANAN DI PAPUA

Analisis situasi komprehensif telah dilakukan untuk mengkaji kondisi
sosial, budaya, dan ekonomi yang membentuk pola konsumsi pangan
serta praktik pemborosan makanan di Papua. Analisis ini mengidentifikasi
faktor-faktor kunci yang memengaruhi perilaku masyarakat serta tantangan
yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan dalam memajukan upaya
pengurangan sampah makanan, sekaligus menyoroti peluang untuk memper-
tajam strategi komunikasi.

Kanguru pohon Huon

Papua, yang terletak di bagian barat Pulau New Guinea, dihuni oleh sekitar
4,5 juta jiwa (estimasi tahun 2025) dan membentang di atas lanskap yang
beragam, mulai dari pegunungan yang terjal, hutan hujan dataran rendah
yang luas, hutan bakau, hingga ekosistem pesisir. Wilayah ini dianggap
sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati terkaya di Bumi,
yang menjadi rumah bagi lebih dari 16.000 spesies tumbuhan dan lebih

dari 700 spesies burung, serta satwa liar ikonik seperti burung cendrawasih,
kuskus, kanguru pohon, dan ekidna. Dengan tutupan hutan yang tetap
menjadi salah satu yang paling utuh secara global, pulau ini berfungsi sebagai
penyerap karbon dan penyangga iklim yang utama. Papua memiliki peran
krusial secara global karena hutan hujan alaminya yang luas mengatur sistem
tata air, menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar, dan mendukung
berbagai spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di Bumi.
Mencegah ekspansi pertanian lebih lanjut dan menciptakan ekonomi pangan
sirkular merupakan suatu keharusan bagi Papua.

Burung Cénderawasih”
X

Kabupaten Jayapura terletak di Provinsi Papua, mencakup wilayah seluas
17.516,6 km?, dan terbagi ke dalam 19 distrik (Tabel 1). Dalam praktiknya,
Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura berfungsi sebagai satu kesatuan
wilayah metropolitan meskipun memiliki administrasi hukum yang terp-
isah. Kota Jayapura berperan sebagai pusat perkotaan, administratif, dan

Konteks dan Faktor Pendorong Konsumsi serta Sampah Makanan di Papua S i HiuPutih
Pohon mangrove dan karang keras
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komersial—tempat berkedudukannya pemerintah provinsi, pelabuhan laut,

rumah sakit, universitas, serta mayoritas lapangan pekerjaan formal—sementara
Kabupaten Jayapura mengelilinginya dengan menyediakan ruang penting, tenaga
kerja, produksi pangan, perluasan hunian, serta infrastruktur utama termasuk
Bandara Sentani dan kawasan Danau Sentani. Pergerakan komuter melintasi batas
administratif merupakan rutinitas harian untuk keperluan bekerja, pendidikan,
perdagangan, dan pelayanan publik, dengan ikatan keluarga, hak ulayat tanah adat,
dan ekonomi lokal yang membentang di kedua yurisdiksi tersebut.

Populasi Kabupaten Jayapura pada tahun 2025 tercatat sebanyak 203.772 jiwa,
dengan rata-rata penduduk dewasa telah menyelesaikan pendidikan menengah
atas (setara kelas 12). Mata pencaharian utama di Kabupaten Jayapura adalah
berkebun dan bertani, menangkap ikan, berburu, serta beternak. PDRB Kabupaten
Jayapura pada tahun 2024 mencapai Rp11.251,92 miliar, dengan sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 17,78%, yang menegaskan pentin-
gnya sektor-sektor tersebut baik bagi perekonomian maupun sistem pangan rumah

tangga. Kearifan lokal terkait pengelolaan sampah di kalangan sebagian penduduk Adonan sagu. Sagu adalah ta :
pokok yang umum di Papua, Indonesia.

Tabel 1. Gambaran ringkas konteks Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Merauke

JAYAPURA MERAUKE
Area (km3) 17.516 46.791
Distrik 19 22
Populasi (2025) 203.772 255.168
Pendidikan rata-rata - . - .
orang dewasa pendidikan menengah atas (hingga kelas 12) pendidikan menengah pertama (hingga kelas 9)
i i ik hasil h k
Mata pencaharian berkebun dan bertani, menangkap ikan, berburu, serta beternak pertanian, peri anarT, berbu.ru dan meramu hasil hutan, peternakan,
utama serta industri pengolahan produk lokal
L h ke D i;
. . arangan membuang sampa ) @ Danau Sentan; progr.am Anggota suku Marind memelihara ikatan budaya yang mendalam

Kearifan lokal terkait pembersihan desa pada setiap perayaan adat; praktik .

) ) ) dengan pangan hutan, yang secara mendasar membentuk sikap dan
pengelolaan sampah mengumpulkan sisa makanan untuk digunakan sebagai pakan

ternak perilaku mereka terkait pengelolaan sampah dan sumber daya.

Konteks dan Faktor Pendorong Konsumsi serta Sampah Makanan di Papua
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Kabupaten Jayapura meliputi larangan membuang sampah ke :)s‘:'l:::ﬁ
Danau Sentani; program pembersihan desa pada setiap perayaan

adat; serta praktik masyarakat dalam mengumpulkan sisa makanan

untuk digunakan sebagai pakan ternak.

Kabupaten Merauke terletak di Provinsi Papua Selatan, mencakup Produk-produk
wilayah seluas 46.791 km?, dan terbagi ke dalam 22 distrik. Populasi UMKM berakar
Kabupaten Merauke pada tahun 2025 tercatat sebanyak 255.168 kuat pada

.. . sumber daya
jiwa, dengan rata-rata penduduk dewasa telah menyelesaikan alam lokal dan
pendidikan menengah pertama (setara kelas 9). Mata pencaharian warisan budaya
utama di Kabupaten Merauke meliputi pertanian (khususnya padi Papua.

dan sagu), perikanan (penangkapan dan budidaya), berburu dan
meramu hasil hutan (mata pencaharian tradisional), peternakan
(babi dan sapi), serta industri pengolahan produk lokal dengan
upaya diversifikasi melalui produk Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah ( ) olahan. Suku Marind, salah satu suku pesisir
di Papua, bermukim di Merauke. Para anggota suku ini memeli-
hara ikatan budaya yang mendalam dengan makanan dari hutan,
memandang tumbuhan dan hewan sebagai kerabat yang berbagi
perasaan dan roh leluhur. Pandangan dunia ini menumbuhkan rasa
hormat yang mendalam terhadap sumber daya alam—khususnya
pangan—yang secara mendasar membentuk sikap dan perilaku
mereka terkait pengelolaan sampah dan sumber daya.

Konteks dan Faktor Pendorong Konsumsi serta Sampah Makanan di Papua 10
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DATA PENGELOLAAN SAMPAH
MAKANAN DAN HASIL
INTERVENSI MASYARAKAT

Selama periode percontohan dua tahun, khususnya dari bulan Mei hingga
Desember 2025, WWF bermitra dengan Delterra untuk menerapkan
pendekatan sistemik terhadap pengurangan sampah makanan dan mitigasi
metana di Jayapura dan Merauke. Berlandaskan pada inisiatif Delterra sebel-
umnya yang telah diuji di Bali, kolaborasi ini merupakan demonstrasi menyeluruh
(end-to-end) mengenai bagaimana kesadaran dan perubahan perilaku, pengem-
bangan kapasitas lokal, serta perbaikan sistem pengelolaan sampah dapat

terintegrasi secara efektif dalam konteks infrastruktur yang terbatas.
Simulasi pengambilan sampel data padi.u atinanpaseline di

Rekomendasi studi untuk kedua kabupaten tersebut memprioritaskan b PN Fapia, KETOpate

pengurangan sampah makanan dengan cara meningkatkan standar penge-

lolaan TPA menuju standar controlled landfill (TPA terkontrol) atau sanitary : R il Y,

) . . Simulasi pengambilan sampel datapada pelatihan'baseline di
landfill (TPA saniter), memperluas sistem pemanfaatan dan pengolahan Kantor WWF Pfogfam Papua, Kabtpaten Jagapura o+
sisa makanan, memperkuat regulasi dan penegakan hukum pengelolaan ey - & s \
sampah, serta mengimplementasikan kampanye kesadaran publik yang

dibangun berdasarkan faktor-faktor sosial dan budaya berikut:

= Baik Jayapura maupun Merauke menunjukkan kesediaan untuk
menggunakan kembali sampah organik, namun perbaikan sistem
secara menyeluruh dan keterlibatan yang berkelanjutan sangat diper-
lukan untuk meningkatkan pemilahan dan pembuangan yang tepat.

= Komunikasi yang berbasis pada pendekatan budaya sangatlah penting;
pesan yang efektif harus selaras dengan nilai-nilai spiritual dan moral
terkait kepengurusan (stewardship), kerja sama, serta rasa hormat terh-
adap alam.

= Strategi perubahan perilaku harus difokuskan pada sektor-sektor peng-
hasil sampah utama, terutama rumah tangga dan sektor perhotelan/restoran/
kafe (Horeka), yang berkontribusi signifikan terhadap sampah makanan.

= Pemanfaatan tradisi lokal, cerita rakyat, dan tokoh masyarakat dapat mening-
katkan kepercayaan, relevansi budaya, serta adopsi praktik pengelolaan sampah
yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Data Pengelolaan Sampah Makanan dan Hasil Intervensi Masyarakat
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Gambar 2a.
JAYAPURA  MERAUKE sumber sampah
1T H H makanan dengan
Memahami Tingkat, Sumber, dan Tujuan Akhir e Yo10s sl
ton/tahun ton/tahun titik-titik krusial
Sampah 100% . , 7 ) (hotspots) di
Jayapura dan Merauke menghasilkan tingkat sampah makanan yang cukup besar meskipun memi- o0% ij‘gap‘;ra g.a”
o ) . . . . ) d erauke. Di
liki profil ekonomi yang berbeda. Jayapura diperkirakan menghasilkan 66 kg per kapita per tahun— kedua kota
sebanding dengan kota-kota dengan PDRB lebih tinggi seperti Depok dan Cirebon—sedangkan 80% tersebut, rumah
Merauke menghasilkan sekitar 40 kg per kapita per tahun (Gambar 1). Data sumber menunjukkan 70% ﬁg?f;ai?g:n;‘ger
bahwa rumah tangga merupakan penyumbang sampah makanan yang paling dominan di kedua sampah makanan
kota tersebut, yang menegaskan peran sentral perilaku konsumen. Sementara itu, pasar, restoran, e i;?grs:rz‘ Eg?\ar?otel
dan hotel memberikan kontribusi yang lebih signifikan di Merauke dibandingkan di Jayapura; 50% mengum’bang
penghasil sampah dalam skala yang lebih kecil seperti sekolah, institusi keagamaan, ruang publik, lebih banyak
. " " . . e . 40%
dan perkantoran tidak termasuk dalam titik-titik krusial (hotspots) yang teridentifikasi (Gambar 0 Z?nr\;(zaragurl?gkanan
2a). Analisis komposisi lebih lanjut mengungkapkan proporsi sampah makanan yang masih layak 30% dibandingkan
konsumsi dalam jumlah yang cukup besar di kedua lokasi tersebut. Hal ini menyoroti peluang yang o5 '?’Iit?f%iatﬁ(UIZradsial
terlewatkan untuk pencegahan, pemulihan, dan redistribusi, serta menekankan potensi untuk HoTEL M ini tidak mencakup
. . . . . ) RESTORAN [ 8 .
mengalihkan makanan agar tidak berakhir sebagai sampah, melainkan diarahkan pada manfaat A sekolah, organisasi
. . keagamaan,
sosial dan lingkungan (Gambar 2b). RUMAHTANGGA [ 0% ruargu; publik, dan
perkantoran.
JAYAPURA  MERAUKE
Sampah makanan, kg/kapita/year Gambar 1
80 Surabayae Perbandingan & Egnr:llljnca);jb.
:‘ljr;gklée;]tasnag';pah 57% 76% sampah makanan
70 1 o Depok P Jayapura dan layak konsumsi
Cirebon @ Jayapura Merauke dengan HBTEL glbandlngkant.d )
60 - kota-kota serupa | en?(akn yang tida
Ciania @ Bogor di Indonesia da,UJa onsun35|
50 | © Clanjur beserta PDRB-nya. I Jayapura dan
Jayapura meng- 63% Meraukl_e. Terdapat
hasilkan 66 kg/ ﬁ{:ﬁ;r::'nsag:]pah
40 Pekalongan @ Merauke kapita/tahun RESTORAN masih |al_.jal:lk 9
© sampah makanan, konsumsi dalam
30 | O Karangasem setara dengan ‘umlah sianifik
wilayah ber-PDRB 39% jumia Slgrgjl ‘En,
lebih tinggi seperti yang memberikan
20 1 O Buleleng Depok dan Cirebon gslsuaarrﬂ!citl)(m
dalam hal sampah PASAR pemulihan dan
10 makanan. Merauke distribusi
menghasilkan 40 redistribusi.
kg/kapita/tahun 35% 26%
0 T T T T sampah makanan.
0 50 100 150 200 250 RISATIAKAN B

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, juta Rupiah/kapita/tahun

Data Pengelolaan Sampah Makanan dan Hasil Intervensi Masyarakat
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Sumber: Analisis komposisi sampah di Jayapura

dan Merauke. WWF & Delterra, 2025. 12



Menilai Kendala Infrastruktur
+ Solusi

Penelitian baseline menunjukkan bahwa terlepas

dari ambisi nasional Indonesia untuk mengurangi
kehilangan dan sampah makanan, sistem pengelo-
laan sampah di Jayapura dan Merauke masih sangat
terbatas, sehingga sebagian besar sampah makanan
tidak terkelola (Tabel 2). Jayapura menghasilkan sekitar
23.100 ton sampah makanan per tahun dan Merauke
sekitar 16.200 ton, dengan perkiraan masing-masing
50% dan 83% dari jumlah tersebut berakhir di TPA,
dibuang secara terbuka, atau dibakar dalam praktik
saat ini. Pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan
sampah organik secara formal sangatlah terbatas:
Dinas Lingkungan Hidup Jayapura hanya beroperasi

di 3 dari 19 distrik dan mengandalkan pembuangan
tanpa pengolahan, sementara Merauke hanya
melayani satu distrik dan tidak memiliki sistem pengo-
lahan formal, meskipun terdapat upaya pengalihan
informal oleh peternak babi dan pemulung. Kondisi
lokal ini mencerminkan tantangan implementasi yang
lebih luas, termasuk regulasi pemilahan sampah di
sumber yang tidak ditegakkan, kesenjangan infras-
truktur dan anggaran (dengan belanja sampah hanya
sekitar 0,3% dari anggaran kabupaten dibandingkan
rekomendasi nasional sebesar ~3%), akses permodalan
yang terbatas, pasar penyerapan (offtake markets)
yang lemah untuk makanan atau kompos hasil daur
ulang, serta kapasitas kelembagaan dan kemitraan
yang belum memadai. Meskipun praktik masyarakat
dan norma adat tidak menganjurkan pembuangan
sampah sembarangan dan mendukung penggunaan
kembali secara informal, ketiadaan layanan yang andal,
pendanaan, dan tata kelola yang terkoordinasi meng-
hambat upaya-upaya ini untuk berkembang menjadi
solusi sistemik yang berkelanjutan.

Data Pengelolaan Sampah Makanan dan Hasil Intervensi Masyarakat
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Tabel 2. Perbandingan tingkat tinggi mengenai kendala infrastruktur pengelolaan sampah di
Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Merauke.

DIMENSI

KABUPATEN JAYAPURA

KABUPATEN MERAUKE

Pola permukiman

Campuran area peri-urban yang
tersebar di sekitar Sentani dan
banyak desa pedesaan kecil, yang
menyebabkan rute pengumpulan
terfragmentasi dan mahal

Kabupaten yang sangat luas
dengan kepadatan rendah,
memiliki desa-desa terpencil
yang tersebar di dataran
dan lahan basah, sehingga
menciptakan jarak tempuh
yang jauh

Cakupan pengum-

pulan sampah

Cakupan terbatas di luar
Sentani dan area berkembang
di sekitarnya; banyak distrik
pedesaan tidak memiliki layanan
pengumpulan rutin, hanya 3 dari
19 distrik yang terlayani

Cakupan sangat terbatas di luar
Kota Merauke, hanya melayani
1 dari 20 distrik; sebagian besar
area pedesaan bergantung
pada pembuangan informal
atau pembakaran

Fasilitas pembuangan

akhir

Bergantung pada infrastruktur
dasar dengan kapasitas
terbatas dan kontrol lingkungan

yang lemah

Fasilitas sampah kecil (TPS)
yang ada hanya berfungsi
sebagai titik transit sebelum
ke TPA, dengan pengalihan
sampah makanan secara
informal yang terbatas
(contoh: peternak babi yang
mengumpulkan sampah
makanan)

Transportasi and

logistik

Medan berbukit, area danau
(Danau Sentani), dan kendala
jalan mempersulit pengangkutan
sampah serta meningkatkan
biaya

Jarak yang jauh, kondisi

jalan yang buruk di musim
hujan, dan biaya bahan bakar
membatasi transportasi rutin

Pemilahan & pengelo-

laan sampah

Kurangnya upaya dan program
untuk pemilahan sampah.
Infrastruktur daur ulang yang
buruk dengan hanya satu bank
sampah yang beroperasi dengan
cakupan minimal

Pemilahan atau pengolahan
sangat terbatas; daur ulang
sangat bergantung pada
pengumpul informal

DAFTAR
ISTILAH

Tempat
Pemrosesan
Akhir (sebel-
umnya Tempat
Pembuangan
Akhir), yang
secara umum
merujuk pada
landfill (Iahan
urug saniter).
Fasilitas akhir
tempat sampah
kota dibuang
setelah dikum-
pulkan dan
diangkut dari
rumah tangga,
pasar, dan
sumber lainnya.
Ini merupakan
langkah terakhir
dalam sistem
pengelolaan
sampah formal.

TPS
adalah lokasi
pengumpulan
sampah lokal
untuk jangka
pendek, tempat
sampah dari
rumahtangga,
pasar, atau
pelaku usaha
disimpan
sementara
sebelum
diangkut ke
TPA (landfill)
atau fasilitas
pengolahan
lainnya.
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DIMENSI KABUPATEN JAYAPURA KABUPATEN MERAUKE
Pemerintah daerah menghadapi
kendala anggaran dan
kelembagaan, di mana Kapasitas kelembagaan yang
Kapasitas pengelolaan sampah harus lebih terbatas lagi karena skala

kelembagaan

bersaing dengan kebutuhan
layanan dasar lainnya serta
pergantian kepemimpinan di
DLH

wilayah yang luas dan sumber
daya fiskal yang lebih rendah

Praktik masyarakat

Pembakaran dan pembuangan
informal lazim terjadi di
masyarakat pedesaan dan
pinggiran danau

Pembakaran dan pembuangan
di area terbuka atau saluran
air tersebar luas di desa-desa
pedesaan

Risiko lingkungan

Risiko polusi terhadap Danau
Sentani dan ekosistem di
sekitarnya

Risiko polusi terhadap lahan
basah, sungai, dan lahan
pertanian

Profil kendala
keseluruhan

Tekanan perkotaan sedang
dikombinasikan dengan
jangkauan layanan pedesaan
yang lemah

Skala spasial yang ekstrem
dengan infrastruktur dan
penetrasi layanan yang sangat
terbatas

Data Pengelolaan Sampah Makanan dan Hasil Intervensi Masyarakat

DAFTAR
ISTILAH

DLH: Dinas
Lingkungan
Hidup merujuk
pada instansi
pemerintah
daerah yang
bertanggung
jawab atas
pengelolaan,
perlindungan,
dan kebersihan
lingkungan.
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Menerapkan Hasil Penelitian: Intervensi
Perubahan Perilaku Berbasis Masyarakat

Komponen utama dari kerja sama dengan Delterra adalah melakukan uji coba
intervensi perubahan perilaku di tingkat rumah tangga, yang disampaikan
melalui institusi masyarakat tepercaya seperti kelompok pemuda dan
organisasi keagamaan. Uji coba ini menguji tindakan-tindakan sederhana

yang relevan secara bUdaya' termasuk perencanaan makan yang lebih ~~Sago Sep (“Dakh Sep')adalah hidan dﬂalb'n‘ﬁahan sagy, kelapa muda; dan daging yang =

dimasak perlahanffengan batu panasd’ dalamiapisari daun pisangdan kulit kayu'bus; blasanga di saukan 3
saat ritual Yamu, permkahan dan upacara penghorrnatan bagl tamu |st|mewa : ua

baik, pengaturan porsi, penyimpanan makanan, dan pemilahan sampah.
Meskipun uji coba tersebut berskala kecil dan terbatas waktu, upaya ini
memberikan wawasan awal yang berharga. Nasi merupakan kontributor
tunggal terbesar terhadap sampah makanan layak konsumsi di kedua kota
tersebut. Hambatan utama yang ditemukan meliputi kesulitan dalam
memperkirakan porsi, kebiasaan anak-anak yang tidak menghabiskan
makanannya, serta keengganan untuk mengonsumsi kembali nasi atau
papeda yang telah dipanaskan. Pengalihan sisa makanan secara informal
kepada peternak babi merupakan jalur yang sudah ada dan layak untuk
diformalkan.

Intervensi di tingkat rumah tangga melibatkan 15 keluarga di Jayapura
dan Merauke. Di Jayapura, jumlah sampah makanan layak konsumsi
per kapita menurun sebesar 44% (dari 0,09 menjadi 0,05 kg/kapita),
kemungkinan besar karena adanya perbaikan dalam pengaturan
porsi dan perencanaan makan. Sebaliknya, di Merauke jumlahnya
justru meningkat (dari 0,02 menjadi 0,06 kg/kapita) yang dipicu oleh
melimpahnya panen mangga musiman, meningkatnya sisa nasi, dan - y i .

makanan yang tidak dihabiskan oleh anak-anak—hal ini menegaskan fHjGAEIE KEEMb Kai, sekolah Bunda Hati Kudus yang berlok %idi Wendu, MeraulkE
perlunya intervensi yang berkelanjutan dan responsif terhadap ‘ '
kondisi musiman. Meskipun didasarkan pada sampel kecil dan periode
pengukuran yang singkat sehingga memerlukan validasi lebih lanjut,

hasil ini menunjukkan potensi awal yang menjanjikan: para pendidik
memperkuat pengetahuan mereka, masyarakat menunjukkan keinginan
untuk berubah, dan kedua kota tersebut telah mengidentifikasi peluang yang
jelas untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah mereka.

Yang terpenting, pekerjaan ini mengonfirmasi bahwa pendekatan sistem
menyeluruh—yang menghubungkan infrastruktur, kesadaran, dan keterlibatan—
sangatlah penting untuk mencapai keberhasilan.

N
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Pembiayaan
Utama + Potensi
Pengurangan Emisi

Dengan proyeksi pertumbuhan
sampah makanan sebesar 49% di
kedua kabupaten pada tahun 2045,
strategi pengalihan yang diusulkan
menargetkan sekitar separuh dari
potensi sampah makanan di kedua
wilayah tersebut (Gambar 3a dan
3b). Pemerintah Kabupaten Jayapura
dan Merauke harus menutup kesen-
jangan anggaran pengelolaan sampah
serta mengalokasikan belanja modal
(CAPEX) dan belanja operasional
(OPEX) yang terukur untuk peng-
umpulan sampah dan pengolahan
sampah organik. Hal ini dapat dicapai

JAYAPURA

N

34,419 34,419

+L|'9% 28,500

|

Gambar 3a.
Potensi dampak
investasi tepat
waktu terhadap
tujuan akhir

dengan berinvestasi pada solusi
seperti pengomposan terpusat di
fasilitas sampah kabupaten yang
dikombinasikan dengan pengom-
posan di tingkat rumah tangga, serta
pengolahan berbasis alam menggu-
nakan larva Black Soldier Fly (BSF). »

DAFTARISTILAH

CAPEX: Pengeluaran di awal untuk aset
jangka panjang yang diharapkan dapat
bertahan selama bertahun-tahun.

OPEX: Biaya berkelanjutan dan rutin yang
diperlukan untuk mengoperasikan serta
memelihara aset dan layanan.

Data Pengelolaan Sampah Makanan dan Hasil Intervensi Masyarakat

pembuangan
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Investasi saat ini
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Pemodelan pengalihan sampah mencakup pengumpulan dan pengo-

lahan terorganisir di fasilitas pengomposan terpusat, serta pengom- WADAH .
posan di tingkat rumah tangga. Kami juga mendorong penjajakan . HOSONS ‘ z
teknologi lain seperti BSF (larva Black Soldier Fly), apabila pemerintah v'v P :

kabupaten telah yakin dapat menjamin pasokan sampah organik Sl e, °' s ©
yang konsisten (limbah makanan dan serasah organik), serta mampu
menjalankan berbagai aliran pendapatan BSF (biaya pengumpulan,
pakan larva, wisata edukasi). Pertimbangan utama untuk setiap solusi
diuraikan di bawah ini. Biaya untuk pengumpulan dan pengolahan
kompos diukur berdasarkan tolok ukur (benchmark) TPST Mengwitani di
Badung, Bali, yang merupakan model pengomposan kota berkapasitas
20 ton per hari yang telah terbukti dari Delterra.

= Pengumpulan: Kami mengusulkan penggandaan kapasitas
pengumpulan saat ini (menjadi 16 truk di Jayapura dan 15
truk di Merauke). Dengan biaya sekitar $90.000 per truk, hal 7 |8 18 18 13 1 _ A LT S e i

ini akan memerlukan investasi modal sebesar $1,2-$1,4 juta id 1411 o AEampaHBroamikiERjadi kompos dan

di setiap wilayah, serta biaya operasional tahunan sekitar bl A e
$350.000-$400.000 (biaya ini mencakup kompensasi personel, : : -
bahan bakar, dan pemeliharaan).

= Pengomposan Terpusat: Kami memperkirakan investasi
modal sekitar $1-$1,2 juta untuk Jayapura dan $1,5-$2 juta
untuk Merauke diperlukan untuk infrastruktur dan peralatan
(seperti mesin, peralatan pencacah dan pra-pengomposan,
serta pembangunan hanggar pengomposan, konveyor, dll.).
Biaya operasional tahunan sekitar $50-$80 ribu untuk Jayapura
dan $100-$140 ribu untuk Merauke akan dibutuhkan untuk
personel, utilitas, bahan habis pakai, dan pemeliharaan.

= Pengomposan di Tingkat Rumah Tangga/Lingkungan
dapat menjadi solusi penting bagi Papua dan melengkapi
pengolahan terpusat, dengan perangkat pengomposan rumah
tangga dijual seharga ~$8 per unit. Lingkungan sekitar juga
dapat memulai pengomposan terdesentralisasi dan pusat
pengumpulan sisa makanan, di mana masyarakat menciptakan
lokasi yang dapat menampung agregasi dan pengumpulan

mikro. Ada beberapa contoh pusat pengumpulan seperti ini Dony Kristiawam, spesialis pengelolaan sampah WWF,
yang aktif di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Dty gl it i

WWE-Indonesia Papua di Jayapura

Data Pengelolaan Sampah Makanan dan Hasil Intervensi Masyarakat



= Black Soldier Fly (BSF) Biaya pengolahan
dimodelkan berdasarkan panduan BSF dari CCAC
berjudul "Transforming Organic Waste with Black
Soldier Flies" (2025), yaitu sistem berteknologi
rendah yang dioperasikan secara manual, diran-
cang untuk operasi skala kecil dan komunitas,
serta sangat cocok dengan konteks wilayah
Papua. Pada asumsi biaya batas bawah, investasi
modalnya adalah $1.000-$4.000 per ton kapasitas
pengolahan harian terpasang, sedangkan biaya
operasional (OPEX) tahunan per ton kapasitas
pengolahan harian adalah sekitar $6.000-$7.000
(termasuk bahan habis pakai, pemeliharaan,

dan staf). Sistem ini memerlukan listrik dan air
mengalir, serta paling baik dioperasikan sebagai
fasilitas khusus yang berjalan sepanjang tahun.

Anggaran sampah kota saat ini tidak dapat menanggung
biaya-biaya tersebut sendirian. Mengharapkan pemerintah
daerah untuk melompat dari alokasi anggaran sekitar
0,3% menjadi 3% sesuai rekomendasi nasional dalam

satu siklus anggaran bukanlah hal yang layak maupun
kredibel bagi para pengambil keputusan di daerah. Di

saat yang sama, investasi yang diperlukan untuk menutup
kesenjangan infrastruktur di kabupaten seperti Jayapura
dan Merauke, yang biasanya berada dalam kisaran $1
juta-$3 juta, berada di posisi "tengah yang hilang" (missing
middle) dalam lanskap pembiayaan: terlalu besar bagi
anggaran daerah, namun terlalu kecil untuk menarik
pinjaman langsung dari bank pembangunan multilateral.
Kesenjangan ini dapat dijembatani melalui pendekatan
bertahap, yang dilengkapi dengan hibah lunak, dukungan
nasional, serta bantuan teknis dari para donor dan mitra
swasta multilateral..

Data Pengelolaan Sampah Makanan dan Hasil Intervensi Masyarakat
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Di antara mekanisme-mekanisme tersebut, pemerintah
pusat memiliki peran penting dalam memungkinkan tran-
sisi ini. DAK (Dana Alokasi Khusus) Indonesia merupakan
salah satu saluran pembiayaan yang paling mudah diakses.
DAK Fisik untuk sanitasi dan infrastruktur lingkungan telah
digunakan di masa lalu dan terus tersedia, sejalan dengan
prioritas nasional untuk mendanai peralatan pengelo-

laan sampah serta pembangunan fasilitas di berbagai
kabupaten di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum
mendanai pembangunan fasilitas pengelolaan sampah
(TPS3R) di Desa Citarik, Kabupaten Sukabumi pada tahun
2016, salah satu dari ratusan lokasi pengolahan sampah
tingkat komunitas yang dibangun di bawah program
nasional.?> Sebuah laporan pemantauan oleh Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang
mencakup periode 2015 hingga 2022 mencatat sebanyak
922 unit TPS3R (fasilitas sampah) telah dibangun secara
nasional dengan pendanaan pemerintah sekitar Rp500 juta
(sekitar $30.000-$34.000 per unit, bergantung pada nilai
tukar pada saat pembangunan) per unit.?® Lebih baru lagi,
Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah mengembangkan
sistem pengelolaan sampah terpadu yang menggabungkan
pengomposan, mesin pemilahan, dan pengolahan bahan
bakar turunan sampah (refuse-derived fuel), yang didukung
oleh program nasional dan daerah.? Hal ini menunjukkan

25 Waste4Change. CommunityBased Waste Management and TPS3R
Development in Indonesia. Waste4Change, Jakarta, 2022, pp. 6-8.

26 Sleman Regency Government; Ministry of Public Works and
Housing (PUPR). Evaluation of TPS3R Development and Performance in
Indonesia (2015-2022): Lessons from Sleman Regency. Sleman Regency
Environmental Agency in collaboration with PUPR, Yogyakarta, 2024, pp.
9-11.

27 Oktaviani, R.; Prasetyo, A.; Nugroho, S. Integrated Waste Management
Development in Banyumas Regency, Central Java. Journal of Environmental
Management and Sustainability, Vol. 7, No. 2, 2023, pp. 112-116.
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apa yang dapat dicapai melalui investasi publik yang berke-
lanjutan dalam infrastruktur sampah di tingkat kabupaten.

Selanjutnya, di tingkat nasional, Kementerian Lingkungan
Hidup (sebelumnya KLHK) dan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memimpin
program nasional untuk infrastruktur pengurangan
sampah sejak pertengahan tahun 2000-an. KLHK telah
mengimplementasikan program promosi 3R sejak 2007,
sementara PUPR melaksanakan proyek percontohan
berbasis masyarakat untuk fasilitas sampah di berbagai
kota, termasuk Malang, Jambi, Sidoarjo, dan Jombang.
Lebih baru lagi, PUPR turut mendanai proyek Solid Waste
Management for Sustainable Urban Development (SWM-SUD)
yang bermitra dengan Asian Infrastructure Investment Bank
(AlIB). Proyek ini menyalurkan investasi melalui dinas
infrastruktur daerah dan dinas lingkungan hidup setempat
untuk peningkatan tempat pembuangan akhir (TPA) serta
fasilitas pengolahan sampah terpadu di kota-kota yang
berpartisipasi. Pemerintah Jayapura dan Merauke dapat
mengakses skema dan program pembiayaan ini melalui
pengajuan perencanaan terkoordinasi yang selaras dengan
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
dan rencana kerja tahunan mereka.

Data Pengelolaan Sampah Makanan dan Hasil Intervensi Masyarakat
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PENDEKATAN BERTAHAP
YANG SELARAS DENGAN
HIERARKI SAMPAH

endekatan bertahap dapat dikembangkan dengan menggunakan Tabel 3. Hierarki sampah untuk timbulan dan pengelolaan sampah di berbagai sektor.

hierarki sampah untuk pengelolaan sampah kota guna memun-
gkinkan pemerintah daerah membangun kapasitas secara bertahap PEMERINTAH  PRODUSEN RITEL  TENGELOLAAN - SUMEN
sekaligus mengelola risiko fiskal (Tabel 3). Meskipun contoh serupa SAMPAH
dari wilayah Papua sendiri masih terbatas, prinsip-prinsip dasarnya— Pencegahan ® ® _ _ ®
yang dimulai dengan pelibatan masyarakat dan intervensi modal
rendah sebelum meningkatkan skala infrastruktur—sangat relevan Hulu Pengurangan ® ® ® - ®
di wilayah dengan sistem pengelolaan sampah yang baru berkem-
bang. UNDP, GIZ, dan mitra pembangunan lainnya telah mendukung Penggunaan kembali ® ® ® - ®
program percontohan pengelolaan sampah di Indonesia bagian timur,
termasuk di NTT dan Maluku, dan pembelajaran dari konteks tersebut Daur ulang ® ® - ® ®
harus menjadi acuan dalam perancangan implementasi di Jayapura ' '
dan Merauke. Hilir Egg‘;‘y'i:;;aﬁ?;’isi ® - - ® ®
Urutan bertahap ini konsisten dengan pengalaman kota-kota lain di

Pembuangan O] - - O] ®

Indonesia yang dapat dibandingkan. Surabaya membangun sistem

ngelolaan sampahn r rtah lama lebih dari
pengelo a? Sa. pahnya secara berta ap selama eb qa dua Sumber: Elaborasi penulis mengenai hierarki sampah (UNEP dan International Solid Waste Association [ISWA] 2015,
dekade, dimulai dengan program pengomposan berbasis masyarakat him. 31; Lansik 2018).

dan bank sampah pada awal tahun 2000-an sebelum ditingkatkan
skalanya menjadi fasilitas terintegrasi. Hal ini membuat Surabaya
meraih berbagai pengakuan internasional, termasuk Special Mention
untuk Lee Kuan Yew City Prize pada tahun 2018. Kabupaten Banyumas
mengikuti lintasan serupa, diawali dengan pemilahan sampah dari
sumbernya di tingkat rumah tangga serta edukasi sebelum berin-
vestasi pada infrastruktur pengolahan terpusat, termasuk fasilitas
pengomposan dan bahan bakar turunan sampah (refuse-derived fuel).
Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa pentahapan bukanlah sebuah
hambatan, melainkan kekuatan: kota-kota yang mengutamakan
investasi pada partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagaan
secara konsisten memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan kota-
kota yang memprioritaskan infrastruktur tanpa fondasi perilaku dan
sistem yang mapan.

Pendekatan Bertahap yang Selaras dengan Hierarki Sampah
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FASE 1:
PENCEGAHAN,
PENGURANGAN, DAN
PENGGUNAAN KEMBALI
(TAHUN 1-2)

Fase pertama memprioritaskan
intervensi di hulu melalui kebijakan,
edukasi masyarakat, serta kemi-
traan dengan produsen dan peritel.
Langkah-langkah ini memerlukan
investasi yang relatif kecil, teru-
tama untuk kampanye kesadaran,
pengembangan kapasitas bagi para
pemangku kepentingan lokal, dan
kerangka regulasi yang member-
ikan insentif bagi pengurangan
sampah di sumbernya. Membangun
fondasi perilaku dan kelembagaan
ini sangatlah penting: tanpa pemi-
lahan di sumber dan partisipasi
masyarakat, infrastruktur di hilir
tidak akan dapat berfungsi secara
efektif, terlepas dari berapa pun
modal yang diinvestasikan.

FASE 2:
DAUR ULANG DAN
PEMULIHAN SKALA
KOMUNITAS
TAHUN 2-4)

Setelah itu, kota dapat memba-
ngun secara bertahap dengan
memperkenalkan solusi daur ulang
dan pemulihan skala komunitas,
dimulai dengan intervensi bermodal
rendah seperti pengomposan
komunal dan biokonversi BSF
(Black Soldier Fly). Solusi ini dapat
diterapkan di tingkat lingkungan,
menghasilkan nilai guna dari
sampah organik dalam bentuk
kompos dan protein serangga,
serta membangun kapasitas teknis
lokal sebelum berkomitmen pada
infrastruktur yang lebih besar. Fase
ini sangat cocok dengan alokasi
DAK Fisik dan pendanaan bersama
donor, mengingat biaya per unitnya
yang relatif terjangkau dan hasilnya
yang terukur.

FASE 3:
DAUR ULANG DAN
PEMULIHAN SKALA
KOMUNITAS
TAHUN 2-4)

Setelah sistem pengumpulan,
partisipasi masyarakat,

dan kapasitas operasional
terbentuk, kota dapat beralih
menuju fasilitas pengolahan
sampah terpusat yang mampu
memproses aliran sampah
campuran dalam skala besar,
termasuk pemulihan mate-

rial, pemulihan energi, dan
pembuangan yang terkendali.
Fase ini mewakili komitmen
modal terbesar dan paling tepat
untuk instrumen keuangan
campuran (blended finance),
termasuk pinjaman lunak,
obligasi hijau (green bonds), atau
pengaturan pendanaan bersama
dengan pihak PUPR atau mitra
multilateral.

Pendekatan Bertahap yang Selaras dengan Hierarki Sampah
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Penutup

PENUTUP

Laporan ini menunjukkan bahwa pengu-
rangan sampah makanan adalah salah
satu tindakan tercepat dan paling hemat
biaya yang tersedia untuk memangkas
emisi metana, sekaligus memberikan
manfaat bersama bagi ketahanan pangan,
keanekaragaman hayati, dan ekonomi lokal.
Proyek percontohan di Kabupaten Jayapura
dan Merauke menunjukkan bahwa bahkan
dalam konteks infrastruktur yang minim,
kemajuan yang berarti dapat dicapai ketika
ambisi kebijakan nasional dipadukan dengan
implementasi di tingkat kota, pelibatan
masyarakat yang berbasis budaya, data
yang kuat, dan investasi terarah pada sistem
pengolahan sampah organik. Indonesia

kini memiliki keselarasan yang langka
antara kebutuhan, momentum kebijakan,
dan bukti praktis—yang memposisikannya
untuk bergerak secara tegas dari tahap uji
coba ke skala yang lebih luas. Ketika kota-
kota mengambil tindakan dan berinvestasi
secara serius dalam pengolahan sampah
organik serta pengembangan bisnis, negara
seperti Indonesia dapat mengubah sampah
makanan dari beban bagi iklim dan ketah-
anan pangan menjadi sebuah solusi bagi
masyarakat, alam, dan ekonomi. Jayapura
dan Merauke telah menunjukkan bahwa
pencapaian SDGs 12.3 dan mitigasi metana
bukanlah sekadar teori—hal itu sudah
berlangsung, dan Indonesia berada di posisi
untuk menunjukkan kepada dunia seperti
apa bentuk percepatan kemajuan tersebut.

apura’

)
/
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